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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PEMBLOKIRAN 

TERHADAP KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR 

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM SAMSAT 

KUDUS (studi kasus pada sistem administrasi manunggal satuan atap di Kabupaten 

Kudus)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaiman penegakan hukum 

dengan penjatuhan sanksi pemblokiran terhadap ketidakpatuhan wajib pajak 

kendaraan bermotor di wilayah SAMSAT Kudus dan hak-hak wajib pajak 

kendaraan bermotor di wilayah hukum SAMSAT Kudus yang dikenai sanksi 

pemblokiran 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pendekatan yuridis sosiologis, dengan menggunakan teknik deskriptif analisis yang 

menggabungkan antara data primer dan data sekunder.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi pemblokiran 

terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor 

di wilayah hukum SAMSAT Kudus sebagai salah satu upaya yang dilakukan 

pemerintahan dalam menekan jumlah keterlambatan pembayaran pajak. Penegakan 

hukum perpajakan kendaraan bermotor dengan pemberian sanksi tambahan berupa 

blokir kendaraan bermotor kepada wajib pajak agar tidak meremehkan peraturan 

pajak. Wajib pajak yang dikenai sanksi blokir adalah wajib pajak yang terlambat 

membayar pajak kendaraanya selama 2 (dua) tahun, 3 (tiga) tahun atau lebih. 

Penjatuhan sanksi blokir kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan 

hak-hak wajib pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor. Wajib pajak mempunyai 

hak atas kendaraanya yang telah diregistrasi pada sistem Negara. Hak-hak wajib 

pajak yang dikenai sanksi pemblokiran KBM tidak dapat diregistrasi ulang, 

berdasarkan pasal 114 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.  

 

 

 

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Blokir KBM, tidak dapat diregistrasi ulang, 

SAMSAT Kudus.   
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